BAB I

PENDAHRULUAN

Penanjian pengadaan barang dan jasa termmasuk dalam pefjanjian
pemborongan yang terdapat dalam KUHPerdase dan Pasal 1601, Pasal 1601b dan
Pasal ({604 dan sampai dengan Pasal 1616 bahwa agar pengadaan barang (Jan jasa
pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dengan prinsip persaingan
schat. transparan, terbuka dan perlakuan yang adil dan layak bapi semua
pihak,sehingga hasilnya dapat dipeitanggungjawabkan baik dam segi (isik.
keuangan, maupun manfaatmya bagi kelanearan tugas pemerintah dan pelayanan.

Sebagai negara hukum, maka pembangunan di Indonesia tidak tcrlepas
dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam
kcnyataanya peraturan-peraturgn  hukum itu sangatlah banyak, sehingga
menimbulkan kurang adanya kepastian hukum. Peraturan-perstwmian yang dipakai
dalam proyek- proyek pemerititah ada yang sudah ketinggalan jaman tetapi masih
dipunakan. Maka disempumakanlah Keppres No.l16 tahun 1994 tentang
pelaksanaan anggaran pendapalan dan belanja negara serta pelaksanaan
pengadaan baiang dan Jasa pada instansi pemerintah dengan Keppres No. ! 8 tahun
2000. lalu kemudian disempumakan kembali dengan Keppres No. 80 tahun 2003
tertang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah
dzo terakhir perubahannya Perpres No. 95 tahun 2007.

Kemudian Peipres No. 95 Tahun 2007 diganti dengan Peraturan Presiden
Nomos 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan BarangJasa Pemenntah yang

kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 201! Tentang
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Peiubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

- !2-a Pemerintah Dan Peratusan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 T:zizzz
Peiubahan Kedua Atas Peraturen Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Penpadaan Barang/}asa I’emerintah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang diatur
dalam Undang-lUndang R1 No. 17 Tahun 2007 adalah dokumen percncanaan
pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya
Pemenneh Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan [Jndang -Undang
Dasar Nepara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah
pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun
waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025 yang disepakati bersama,
sehingga seluruh upaya yanpg dilakukan olch pelaku pemhangunan bersifat
sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola
sikap dan pola tindak.

Bapi nepara berkembang khususnya Indoncsiza yang mengalam: Krisis
mult: dimens: berkepanjangan masih menitikberatkan pembangunan dalam bidang
ckonemi sehingpga kebutuhan akan berbapai bentuk prasarana yang mendukung
scrta menunjang pembangunan dibidang tersebut scperti pembangunan jalan,
Jembatan, irigasi, bangunan pgedung. pcrumahan, sepala sarana dan prassrana
berserta infrastruktumya menjadi sangal diperlukan untuk berjalannya
pembangunan nasional di segala bidang,

Pembangunan di bidang fisik dewasa im1 perkembangannya sciring dengan
tuntutan kcbutuhan masyarakat, kcmajuan tlmu pengetahuan dan teknologi.
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